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Abstrak 
Dalam penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan pajak hotel indekos di wilayah 
Kota Surakarta, dimana telah dilaksanakan sejak tahun 2011 dengan mengacu pada Peraturan 
Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dengan berdasarkan data 
yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Surakarta, 
pendapatan dan target realisasi dari sektor pajak hotel indekos dari tahun ke tahun mengalami 
peningkatan. Akan tetapi bila melihat total bangunan indekos yang ada di wilayah Kecamatan 
Jebres yang termasuk dalam objek pajak hotel indekos, hanya terdapat kurang dari 10% yang taat 
dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak setiap bulannya. Hal ini menunjukkan 
bahwa tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak masih minim. Permasalahan yang diangkat 
dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak hotel bagi pemilik 
indekos di kota Surakarta, dan apakah hambatan yang dialami Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Asset Kota Surakarta dalam pemungutan pajak hotel khususnya pada sektor usaha 
indekos. Diketahui bahwa dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel indekos sudah sesuai 
dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi bila melihat perbandingan dari keseluruhan jumlah 
bangunan indekos yang termasuk dalam objek pajak hotel indekos dengan jumlah wajib pajak 
yang taat membayar pajak, maka diketahui kurang dari 10 % wajib pajak yang taat membayar 
pajak. Faktor yang menghambat antara lain adalah minimnya tingkat kesadaran oleh wajib pajak 
dan kurangnya penerapan sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak. 
Untuk mengatasi permasalahan ini, upaya penegakan hukum yakni pemberian sanksi yang tegas 
kepada para wajib pajak merupakan suatu solusi yang tepat. 
 
Kata Kunci:  Pajak Hotel, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Surakarta, 
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PENDAHULUAN 
Indonesia merupakan sebuah 
negara yang menganut konsep otonomi 
daerah di mana ditandai dengan 
diterbitkannya Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah. Disebut pada Pasal 1 butir 5 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah yang 
dimaksud otonomi daerah adalah hak, 
wewenang, dan kewajiban daerah otonom 
untuk mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. Dalam 
konsep otonomi daerah tersebut, setiap 
daerah diberikan kewenangan untuk 
mengatur dan mengurus rumah tangganya 
sendiri untuk dapat meningkatkan daya 
guna dan hasil guna penyelenggaraan 
pemerintahan dalam rangka pelayanan 
terhadap masyarakat dan pelayanan 
pembangunan. Salah satu tujuannya 
yakni membiayai pembangunan dan 
pemerintahan di daerah. Kegiatan 
pemerintah daerah untuk memenuhi 
kebutuhan daerah dan masyarakat yang 
semakin meningkat dari tahun ke tahun 
menghendaki tersedianya dana yang 
jumlahnya semakin meningkat bagi 
pembiayaan pengeluaran pemerintah 
tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya 
kewenangan tersebut masing-masing 
daerah diharapkan mampu menggali dan 
mengoptimalkan sumber-sumber 
penerimaan yang potensial.Sehubungan 
dengan pentingnya posisi keuangan ini, 
maka S. Pamuji (1980: 61-62) 
menegaskan bahwa pemerintah daerah 
tidak dapat melaksanakan fungsinya 
dengan efektif dan efisien tanpa biaya 
yang cukup untuk memberikan pelayanan 
dan pembangunan dan keuangan inilah 
yang merupakan salah satu dasar kriteria 
untuk mengetahui secara nyata 
kemampuan daerah untuk mengurus 
rumah tangganya sendiri. 
Salah satu sumber penerimaan 
pemerintah yang paling berpotensi untuk 
dioptimalkan yakni pajak. Hal ini terbukti 
dari tahun ke tahun penerimaan pajak 
semakin meningkat dan terus 
mendominasi Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Marihot Pahala Siahaan, 
2010: 21). Selain itu, pajak merupakan 
suatu kewajiban kenegaraan yang 
menunjukkan peran serta dari seluruh 
masyarakat dalam pembiayaan 
pengeluaran pemerintah untuk 
melaksanakan pemerintahan dan 
pembangunan. Pembiayaan pengeluaran 
negara yang bersumber dari pajak 
menunjukkan adanya kemandirian bangsa 
untuk mencapai cita-cita luhur dalam 
Undang-Undang Dasar 1945 (Marihot 
Pahala Siahaan, 2010 : vii). Meskipun 
dalam fakta di lapangan mengatakan 
bahwa sebagian masyarakat menganggap 
pajak itu merupakan suatu beban 
mengurangi tingkat kemampuan untuk 
belanja seseorang, akan tetapi pajak 
tersebut merupakan penerimaan bagi 
negara yang nantinya juga akan 
dikembalikan kepada masyarakat dalam 
bentuk infrastruktur maupun pelayanan. 
Dan demi mendapatkan penerimaan 
negara yang besar dari sektor pajak 
tersebut, maka dibutuhkan serangkaian 
upaya yang dapat meningkatkan baik 
subyek maupun obyek pajak yang ada ( 
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Imam Mukhlis dalam Seminar 
Perpajakan, diselenggarakan oleh 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Malang, tanggal 29 April 2010). 
Penggolongan Pajak bila ditinjau 
dari lembaga pemungutnya dapat 
dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu Pajak 
Pusat dan Pajak Daerah (Marihot Pahala 
Siahaan, 2010: 141). Pajak daerah sendiri 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah. Pajak Daerah 
merupakan salah satu sumber pendapatan 
daerah yang penting yang bertujuan 
untuk meningkatkan pendapatan asli 
daerah dan kemandirian daerah dalam 
rangka percepatan perwujudan 
kesejahteraan masyarakat. Disebutkan 
bahwa terdapat jenis-jenis pajak yang 
terbagi atas Pajak Provinsi dan Pajak 
Daerah, yang mana salah satu jenis dari 
Pajak Daerah itu sendiri ialah Pajak 
Hotel. Di dalam undang-undang tersebut 
tertulis pajak hotel merupakan pajak atas 
pelayanan yang disediakan oleh hotel. 
Sedangkan definisi hotel itu sendiri bisa 
terdiri atas motel, losmen, gubuk 
pariwisata, wisma pariwisata, 
pesanggrahan, rumah penginapan dan 
sejenisnya, serta rumah kos dengan 
jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). 
Di Surakarta yang memiliki banyak 
sekali pusat pendidikan, baik yang formal 
maupun informal yang tersebar di seluruh 
wilayah, menimbulkan akibat banyaknya 
jumlah kos yang berdiri di sekitar 
sekolah-sekolah ataupun kampus-kampus 
tersebut. Contoh dalam lingkungan 
sekitar kampus Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, di mana termasuk dalam 
Kecamatan Jebres, memiliki banyak 
sekali jumlah indekos yang ada. Hal ini 
yang menyebabkan pajak hotel tersebut 
dijadikan salah satu sumber pendapatan 
daerah Kota Surakarta yang potensial. 
Oleh karena itu kemudian Pemerintah 
Kota Surakarta menerbitkan Peraturan 
Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 
2011 tentang Pajak Daerah, di mana 
Pajak Hotel diatur di dalamnya. 
Semakin meningkatnya tingkat 
pertumbuhan usaha indekos di Kota 
Surakarta mengakibatkan semakin tinggi 
pula tingkat penerimaan daerah Kota 
Surakarta dalam sektor pajak hotel 
dikarenakan wajib pajak yang semakin 
bertambah. Wajib pajak hotel disini 
dalam menyetorkan pajaknya 
menggunakan Self Assessment System, di 
mana wajib pajak hotel menghitung dan 
membayar pajak sesuai dengan 
perhitungan keuntungan yang diperoleh. 
Berdasarkan uraian latar belakang 
di atas, penulis menentukan 
permasalahan dalam penelitian ini adalah: 
a. Bagaimanakah pelaksanaan 
pemungutan pajak hotel indekos di 
Kota Surakarta? 
b. Apakah hambatan yang dialami Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
dan Asset Kota Surakarta dalam 
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PEMBAHASAN 
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel 
Indekos di Kota Surakarta 
Pajak Hotel adalah pajak atas 
pelayanan yang disediakan oleh hotel. 
Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, salah satu obyek pajak hotel adalah 
bangunan indekos yang memiliki jumlah 
kamar 10 (sepuluh) atau lebih. Setiap orang 
yang ingin mengadakan usaha indekos, 
wajib mendaftarkan pada Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Asset, dengan 
mengisi formulir Surat Pemberitahuan Pajak 
Daerah yang disediakan DPPKA disertai 
lampiran fotocopy KTP atau identitas 
pemohon.  Kemudian petugas pajak 
mencatat wajib pajak berdasarkan nomor 
urut yang kemudian digunakan sebagai 
dasar pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak 
Daerah (NPWPD).  
 
Gambar 1. Formulir SPTPD 
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Jumlah pajak yang dikenakan ialah 
sebesar 5% dari jumlah omzet yang diterima 
setiap bulannya. Pajak tersebut kemudian 
dibayarkan melalui Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota 
Surakarta, dimana memiliki 5 (lima) Unit 
Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) yang 
tersebar di setiap kecamatan yang ada di 
Kota Surakarta, dengan mengacu pada 
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 



















Perolehan pajak daerah Kota 
Surakarta terus meningkat setiap tahunnya. 
Demikian juga target realisasi setiap 
tahunnya yang juga mengalami 





Tabel 2. Realisasi Pendapatan Pendapatan Pajak Daerah Kota Surakarta 
Periode 2011-2013 
 
Tahun Target Realisasi % 
2011 67.751.123 68.989.013,214 101,83% 
2012 71.924.929 151.905.454,913 211,20% 




Tabel 1. Contoh Penghitungan Pajak Hotel Indekos 
Jasa Sewa Kamar per bulan   :Rp 300.000,- 
Biaya Listrik per Bulan    :Rp 25.000,- 
Biaya Kebersihan per Bulan   :Rp 15.000,- 
      :Rp 340.000,-     + 
Pajak Hotel Kos 5%    :Rp 17.000,-       + 
Total Biaya Sewa Kos Yang Dibayar 
oleh Pengguna Jasa Kos Per Bulan  :Rp 357.000,- 
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Tabel 4. Persentase Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Pajak 
Daerah Kota Surakarta 
 
Tahun Realisasi Pajak Hotel Pajak Daerah % 
2011 15.266.131,499 68.989.013,214 22,13 
2012 18.867.498,612 151.905.454,913 12,42 
2013 20.423.582,592 194.986.245,509 10,47 
 
Berdasarkan data yang tertera pada 
tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
tingkat kontribusi pajak hotel terhadap 
pendapatan Kota Surakarta pada sektor 
pajak daerah cukup besar. Meskipun bila 
berdasarkan persentase di atas yang 
menurun dari tahun ke tahun, akan tetapi 
jumlah realisasi pajak hotel dari tahun ke 
tahun meningkat. Hal ini menunjukkan 
bahwa Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Asset Kota Surakarta terus 
mengupayakan peningkatan pendapatan 
pajak hotel dari tahun ke tahun. 
 
Hambatan dalam Pemungutan Pajak 
Hotel Indekos 
Dalam upaya pemungutan pajak hotel 
indekos yang dilakukan Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) 
Kota Surakarta, ditemukan kendala 
sebagaimana diungkapkan oleh Kepala 
Bagian Pendaftaran dan Pendataan DPPKA 
Ibu Maya Astuti, diantaranya: 
a. Kurangnya kesadaran para wajib pajak 
dalam melaksanakan kewajibannya dalam 
membayar pajak; 
b. Besaran pajak yang disetorkan kepada dinas 
tidak sesuai dengan yang semestinya; 
c. Belum optimalnya penerapan sanksi yang 
tegas bagi para wajib pajak yang tidak 
melakukan kewajibannya. 
Kendala utama dalam proses 
pemungutan pajak hotel ialah tingkat 
kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang 
masih minim. Jumlah wajib pajak yang 
patuh dan yang tidak patuh berbanding jauh. 
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Pemungutan Pajak Hotel kategori 
rumah kos di Kota Surakarta berdasarkan 
pada Peraturan Daerah Kota Surakarta 
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, 
dan Peraturan Walikota Surakarta Nomoe 33 
Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pajak Hotel. Dalam hal pendaftaran, 
pendataan, dan pengisian Surat 
Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) 
diatur mekanismenya dalam Peraturan 
Walikota Nomor 33 Tahun 2013 Pedoman 
Pelaksanaan Pajak Hotel. 
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsinya, DPPKA menemukan berbagai 
kendala dalam melaksanakan pemungutan 
pajak hotel indekos. Mayoritas kendala yang 
ditemui berasal dari kesadaran dan 
kepatuhan wajib pajak, yakni pemilik 
indekos. Kurangnya tingkat kesadaran dan 
kepatuhan wajib pajak akan membayar 
pajak didasari atas berbagai macam faktor, 
diantaranya : 
1. Asumsi wajib pajak yang menganggap 
pajak hanya akan mengurangi tingkat 
omzet yang didapat tanpa ada timbal 
balik yang menguntungkan; 
2. Dorongan dari wajib pajak lain yang 
tidak membayar pajak; 
3. Kecemburuan terhadap wajib pajak lain 
yang mana memiliki kamar kurang dari 
11 (sebelas), akan tetapi tidak terikat 
dalam kewajiban membayar pajak. 
Sedangkan omzetnya melebihi omzet 
wajib pajak yang memiliki jumlah 
kamar lebih dari 10 (sepuluh); 
4. Tidak adanya sanksi yang memberikan 
efek jera kepada para wajib pajak, 
sehingga para wajib pajak bebas untuk 
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permasalahan yang ditemui oleh Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 
Asset Kota Surakarta yang menjalankan 
kewajibannya dalam memungut pajak hotel 
indekos, maka penulis memiliki saran yang 
mungkin bermanfaat, yakni: 
1. Penegakan sanksi sebagaimana telah 
diatur dalam Peraturan Daerah Kota 
Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang 
Pajak Daerah kepada para wajib pajak 
yang tidak patuh dan taat membayar 
pajak, baik itu secara administratif 
maupun secara pidana. Dengan 
diterapkannya hukuman tersebut, 
diharapkan wajib pajak akan taat untuk 
membayar pajak. Hal ini didasarkan 
pada kenyataan di lapangan bahwa 
masih belum diterapkannya sanksi yang 
tegas bagi para wajib pajak indekos 
yang tidak taat; 
2. Pemerintah mungkin perlu untuk 
mengkaji ulang Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah, yang mana 
mengatur bahwa kriteria indekos yang 
terikat untuk melakukan kewajiban 
membayar pajak adalah yang memiliki 
lebih dari 10 (sepuluh) kamar, 
sedangkan yang kurang dari ketentuan 
tersebut bebas dari kewajiban 
membayar pajak. Menurut penulis, 
pajak itu didasarkan pada nilai yang 
melekat pada objek pajak tersebut, 
dalam hal ini adalah omzet, bukan pada 
jumlah kamar. Dan oleh ketentuan 
inilah, banyak pengusaha indekos 
mendirikan bangunan indekos dengan 
kamar kurang dari 10 (sepuluh), akan 
tetapi dilengkapi dengan fasilitas 
mewah untuk menghindari kewajiban 
membayar pajak. Jadi dengan adanya 
ketentuan omzet sebagai tolok ukur 
ditetapkannya wajib pajak, maka unsur 
keadilan dan optimalisasi pajak hotel 
indekos akan terwujud. 
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